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M enim bang: a.

Mengingat : 1.

2 .

BUPATI KARAWANG,

bahw a h ew an /tem ak  m erupakan karun ia  dan am anat 
Tuhan Yang M aha Esa memiliki m anfaat yang penting 
dalam  penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan 
lainnya serta ja sa  bagi m anusia, karenanya pem anfaatan 
dan pelestariannya perlu diarahkan u n tu k  kesejahteraan 
m asyarakat;
bahwa u n tu k  m ew ujudkan m aksud tersebut perlu 
diselenggarakan kesehatan  hew an /ternak  yang melindungi 
ksehatan  m anusia, hewan, tum buhan  dan  lingkungan 
sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang 
unggul;
bahw a berdasarkan  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2009 tentang Peternakan dan K esehatan Hewan 
sebagaim ana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 
Peternakan dan K esehatan Hewan, Pem erintah Daerah 
memiliki kew enangan yang luas dalam  penyelenggaraan 
peternakan dan kesehatan  hewan di daerah;
bahw a berdasarkan pertim bangan sebagaim ana dim aksud 
dalam  huru f a, b dan h u ru f c perlu m enetapkan Peraturan 
Daerah K abupaten Karawang tentang Penyelenggaraan 
Peternakan dan K esehatan Hewan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang D asar Negara Republik 
Indonesia T ahun 1945;
Undang-Undang Nomor 14 T ahun 1950 tentang 
Pem bentukan D aerah-daerah K abupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jaw a Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaim ana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pem bentukan K abupaten Purw akarta dan K abupaten 
Subang dengan m engubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pem bentukan D aerah-daerah 
K abupaten dalam  Lingkungan Propinsi Jaw a Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2851);
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3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan 
dan K esehatan Hewan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tam bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaim ana telah 
d iubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 
ten tang  Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 18 
Tahun 2009 tentang Peternakan dan K esehatan Hewan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 338, Tam bahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5619);

4. U ndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140,Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5059);

5. Undang-Undang Nomor 12 T ahun 2011 tentang 
Pem bentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234), sebagaim ana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- 
U ndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pem bentukan 
Peraturan  PerundangU ndangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tam bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2012 Nomor 
227, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5360);

7. U ndang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang 
Perlindungan dan Pemberdavaan Petani (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tam bahan 
Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

8. U ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pem erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tam bahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaim ana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas U ndang-undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pem erintahan D aerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679);

9. U ndang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pem erintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tam bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jam inan  
Produk Halal (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 295, 
Tam bahan Lembaran Negara Nomor 5604);

11. Undang -  Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina 
Hewan, Ikan dan Tum buhan (Lembaran Negara Tahun 2019 
Nomor 200, Tam bahan Lembaran Negara Nomor 6411);
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12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(LEmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang
K arantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
T ahun 2000 Nomor 161, Tam bahan Lembaran Negara 
Republik Indoesia Nomor 4002 );

14. Peraturan  Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang
Sum ber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
123, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5260);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat 
dan Mesin Peternakan dan K esehatan Hewan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, 
Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5296);

16. Peraturan Pem erintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang
K esehatan M asyarakat Veteriner dan K esejahteraan Hewan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
214,Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5356);

17. Peraturan Pem erintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Pem berdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tam bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5391);

18. Peraturan Pem erintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
130, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5543);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang
K etahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun  2015 Nomor 60, Tam bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

20. Peraturan  Pem erintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang
O toritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia 
T ahun 2017 Nomor 20, Tam bahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6019);

21. Peraturan  Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pem binaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pem erintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041);

22. Peraturan  Pemerintah Nomor 5 T ahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan B erusaha Berbasis Risiko 
(LEmbaran Negara Republik Indoensia Tahun 2021 Nomor
15, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6617);
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23. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang 
Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);

24. Peraturan  Daerah Provinsi Jaw a Barat Nomor 22 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Petem akan dan
Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Provinsi Jaw a Barat 
T ahun 2012 Nomor 22 seri E).

Dengan Persetujuan Bersam a 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN KARAWANG 
dan

BUPATI KARAWANG 

MEMUTUSKAN:
M enetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dim aksud dengan :
1. D aerah K abupaten adalah D aerah K abupaten Karawang.
2. Pem erintah Daerah K abupaten adalah Bupati sebagai u n su r 

penyelenggara pem erintahan daerah yang memimpin pelaksanaan u ru san  
pem erintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom..

3. Bupati adalah Bupati Karawang
4. Perangkat D aerah adalah u n su r pem bantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam  penyelenggaraan u ru san  pem erintahan yang 
menjadi kewenangan daerah.

5. Dewan Perwakilan Rakyat D aerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Lembaga Perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai u n su r
penyelenggara pem erintahan daerah.

6. Dinas adalah Dinas yang membidangi u ru san  peternakan.
7. Petem akan adalah segala u ru san  yang berkaitan dengan sum ber

daya fisik, benih, bibit , bakalan, Ternak Rum inansia Indukan, pakan, 
Alat dan Mesin Petem akan, budi daya Ternak, panen, pasca panen, 
pengolahan, pem asaran, pengusahaan, pem biayaan serta  sarana  dan 
prasarana..

8. K esehatan hewan adalah segala u ru san  yang berkaitan dengan
pelindungan sum ber daya Hewan, kesehatan m asyarakat dan Lingkungan 
serta  penjam inan keam anan produk hewan, kesejahteraan hewan dan 
peningkatan akses pasar u n tu k  m endukung kedaulatan, kem andirian 
dan ketahanan  pangan asal Hewan..

9. Kesehatan m asyarakat veteriner adalah segala u ru san  yang
berhubungan dengan hewan dan produk hew an yang secara langsung 
a tau  tidak langsung m em pengaruhi kesehatan  m anusia.
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10. Kawasan peternakan adalah kaw asan yang secara khusus 
d iperuntukkan u n tu k  kegiatan peternakan a tau  terintegrasi dengan 
subsektor lainnya sebagai komponen u sah a  tani yang berbasis tanam an 
pangan, perkebunan, hortiku ltu ra dan perikanan serta  berorientasi 
ekonomi dan berakses industri hu lu  sam pai hilir.

11. Hewan adalah binatang a tau  satwa yang seluruh  a tau  sebagian 
dari siklus h idupnya berada di darat, air, d a n /a ta u  udara, baik yang 
dipelihara m aupun yang dihabitatnya.

12. Hewan peliharaan adalah hew an yang kehidupannya u n tu k  sebagian 
a tau  seluruhnya bergantung pada m anusia u n tu k  m aksud tertentu.

13. Tem ak adalah hewan peliharaan yang produknya d iperuntukan  
sebagai penghasil pangan, bahan  baku industri, jasa , d a n /a ta u  hasil 
ikutannya yang terkait dengan pertanian.

14. Satwa liar adalah sem ua binatang yang hidup di darat, air, d a n /a ta u  
u d ara  yang m asih mem punyai sifat liar, baik yang hidup bebas m aupun 
yang dipelihara oleh m anusia.

15. Sum ber daya genetik adalah m aterial tum buhan , binatang, a tau  jasad  
renik yang m engandung un it-un it yang berfungsi sebagai pembawa sifat 
ketu runan , baik yang bem ilai ak tual m aupun  potensial u n tu k  
m enciptakan galur, rum pun, a tau  spesies baru.

16. Rum pun adalah segolongan hewan dari su a tu  spesies yang mem punyai 
ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diw ariskan kepada keturunannya.

17. Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan  reproduksi 
hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan 
embrio.

18. Bibit Hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang 
mem punyai sifat unggul dan m ewariskan serta  m em enuhi persyaratan 
terten tu  u n tu k  dikem bangbiakkan.

19. Bakalan Ternak Rum inansia Pedaging yang selanjutnya disebut bakalan 
adalah ternak  rum inansia pedaging dewasa yang dipelihara selama 
k u ru n  w aktu terten tu  hanya u n tu k  digem ukkan sam pai m encapai bobot 
badan m aksim al pada um ur optimal un tuk  dipotong..

20. Budi Daya adalah u sah a  u n tu k  m enghasilkan hewan peliharaan dan 
produk hewan.

21. Pembibitan adalah kegiatan m enghasilkan bibit ternak  u n tu k  keperluan 
sendiri a tau  diperjualbelikan.

22. Tem ak lokal adalah tem ak  hasil persilangan a tau  introduksi dari luar 
yang telah dikem bangbiakkan di Indonesia sam pai generasi kelima a tau  
lebih yang teradaptasi pada lingkungan d a n /a ta u  m anajem en setem pat.

23. Insem inasi buatan  a tau  kawin sun tik  adalah teknik m em asukkan mani 
a tau  sem en (sperma) ke dalam alat reproduksi ternak  betina sehat 
u n tu k  dapat m em buahi sel telur dengan m enggunakan alat insem inasi 
dengan tu juan  agar ternak  bunting.

24. Produk hew an adalah  sem ua bahan  yang berasal dari hew an yang 
m asih segar d a n /a ta u  telah diolah a tau  diproses u n tu k  keperluan 
konsum si, farm akoseutika, pertanian, d a n /a ta u  kegunaan lain bagi 
pem enuhan kebutuhan  dan kem aslahatan m anusia.

25. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia a tau  korporasi yang 
m elakukan usaha  peternakan.
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26. Perusahaan  peternakan adalah orang perorangan a tau  korporasi, 
baik yang berbentuk  badan hukum  m aupun yang bukan  badan hukum , 
yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara K esatuan 
Republik Indonesia yang mengelola u sah a  peternakan dengan 
kriteria dan skala tertentu .

27. Pihak Tertentu yang memiliki Kepentingan K husus yang selanjutnya 
disebut Pihak Tertentu adalah pelaku u sah a  yang bergerak di luar bidang 
Peternakan yang m em punyai kebutuhan  terhadap budi daya Ternak.

28. U saha di bidang peternakan adalah  kegiatan yang m enghasilkan 
produk dan ja sa  yang m enunjang u sah a  budi daya tem ak.

29. U saha di bidang kesehatan hewan adalah  kegiatan yang m enghasilkan 
produk dan ja sa  yang m enunjang upaya dalam  m ew ujudkan kesehatan 
hewan.

30. Pem uliaan Tem ak yang selanjutnya disebut Pem uliaan adalah 
rangkaian kegiatan u n tu k  m engubah komposisi genetik pada 
sekelompok tem ak  dari su a tu  rum pun a tau  galur guna m encapai 
tu juan  tertentu .

31. Pakan adalah  bahan  m akanan tunggal a tau  cam puran, baik yang diolah 
m aupun  yang tidak diolah, yang diberikan kepada hew an u n tu k  
kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkem bangbiak.

32. B ahan pakan adalah bahan  hasil pertanian, perikanan, peternakan, 
a tau  bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik 
yang telah diolah m aupun  yang belum diolah.

33. Pakan konsentrat adalah pakan yang kaya sum ber protein dan a tau  
sum ber energi serta  dapat m engandung pelengkap pakan dan a tau  
im buhan pakan.

34. Pakan tam bahan a tau  im buhan pakan (feed additive) adalah bahan 
baku pakan yang tidak m engandung zat gizi a tau  nu trisi (nutrient) 
yang tu juan  pem akaiannya teru tam a u n tu k  tu juan  tertentu.

35. Pelengkap pakan (feed supplement) adalah  zat yang secara alami 
sudah  terkandung dalam  pakan tetapi jum lahnya perlu ditingkatkan 
dengan m enam bahkannya dalam  pakan seperti asam  amino, vitamin dan 
lain sebagainya.

36. Kawasan penggem balaan um um  adalah lahan negara a tau  yang 
disediakan Pem erintah a tau  yang dihibahkan oleh perseorangan a tau  
perusahaan  yang d iperuntukkan  bagi penggembalaan ternak  m asyarakat 
skala kecil sehingga tem ak  dapat leluasa berkem bangbiak.

37. Ijin u sah a  bidang peternakan adalah ijin tertulis yang diberikan 
kepada perusahaan  peternakan yang memiliki skala u sah a  m enengah 
dan besar.

38. Rekomendasi teknis u sah a  peternakan adalah keterangan teknis yang 
m enyatakan bahw a u sah a  peternakan m em enuhi persyaratan  teknis.

39. Pasar hewan adalah su a tu  area a tau  lokasi terten tu  yang disediakan 
a tau  ditetapkan oleh pem erintah daerah sebagai tem pat ju a l beli 
ternak.

40. Rum ah Potong Hewan adalah su a tu  bangunan a tau  kompleks bangunan 
beserta peralatannya dengan desain yang m em enuhi persyaratan 
sebagai tem pat menyembelih hewan an ta ra  lain sapi, kerbau, kambing, 
domba, babi dan unggas bagi konsum si m asyarakat
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41. Veteriner adalah segala u ru san  yang berkaitan dengan hewan dan 
penyakit hewan.

42. O toritas veteriner adalah kelem bagaan pem erintah d a n /a ta u  
kelem bagaan yang dibentuk pem erintah dalam  pengam bilan kepu tusan  
tertinggi yang bersifat teknis kesehatan  hewan dengan m elibatkan 
keprofesionalan dokter hewan dan dengan m engerahkan sem ua lini 
kem am puan profesi m ulai dari mengidentifikasikan m asalah, 
m enentukan kebijakan, m engkoordinasikan pelaksana kebijakan, sam pai 
dengan m engendalikan teknis operasional di lapangan;

43. Pelayanan kesehatan  hewan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi 
pelayanan ja sa  laboratorium  veteriner, ja sa  pem eriksaan dan 
pengujian veteriner, ja sa  medik veteriner di pusa t kesehatan  hewan.

44. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran 
hewan, sertifikat kompetensi, dan kew enangan medik veteriner dalam  
m elaksanakan pelayanan kesehatan  hewan.

45. Penyakit hew an adalah  gangguan kesehatan  pada hewan yang an tara  
lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan 
metabolisme, traum a, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi 
mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan ricketsia.

46. Penyakit hewan m enular adalah penyakit yang ditu larkan  an ta ra
hew an dan hewan; hewan dan m anusia; serta hewan dan media 
pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung a tau  tidak
langsung dengan media peran tara  m ekanis seperti air, udara , tanah , 
pakan, peralatan, dan m anusia; a tau  dengan media peran tara  biologis 
seperti virus, bakteri, am uba, a tau  jam ur.

47. Zoonosis adalah penyakit yang dapat m enular dari hewan kepada
m anusia  a tau  sebaliknya.

48. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Nomor
Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah  telah 
dipenuhinya persyaratan  Higiene dan Sanitasi sebagai jam inan  keam anan 
produk hewan pada un it u sah a  produk hewan

49. Higiene adalah seluruh  kondisi a tau  tindakan u n tu k  m eningkatkan 
kesehatan.

50. Sanitasi adalah u sah a  pencegahan penyakit dengan cara 
m enghilangkan a tau  m engatur factor-faktor lingkungan yang berkaitan 
dengan ran tai perpindahan penyakit tersebut.

51. Obat hew an adalah sediaan yang dapat d igunakan u n tu k  mengobati 
hewan, m em bebaskan gejala, a tau  memodifikasi proses kimia dalam 
tu b u h  yang meliputi sediaan biologik, farm akoseutika, premiks, dan 
sediaan alami.

52. Alat dan mesin peternakan adalah sem ua peralatan yang digunakan 
berkaitan dengan kegiatan petem akan  dan kesehatan  hewan, baik 
yang dioperasikan dengan motor penggerak m aupun  tanpa  motor 
penggerak.

53. Alat dan mesin kesehatan  hewan adalah peralatan kedokteran hewan 
yang disiapkan dan digunakan u n tu k  hewan sebagai alat ban tu  dalam  
penyelenggaraan kesehatan hewan.
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54. K esejahteraan hewan adalah segala u ru san  yang berhubungan dengan 
keadaan fisik dan  m ental hewan m enuru t u k u ran  perilaku alami 
hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan u n tu k  melindungi hewan 
dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hew an yang 
dim anfaatkan m anusia.

55. Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang m enjalankan aktivitas di 
bidang kesehatan  hewan berdasarkan  kompetensi dan kewenangan 
medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal 
d a n /a ta u  pelatihan kesehatan  hewan bersertifikat.

56. Laboratorium adalah tem pat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran 
a tau p u n  pelatihan ilmiah dilakukan

57. Hewan kesayangan adalah hewan yang dipelihara k h usus 
sebagai hewan olah raga., kesenangan dan keindahan.

58. Rum ah potong unggas adalah su a tu  bangunan a tau  kompleks 
bangunan beserta peralatannya dengan desain yang m em enuhi 
persyaratan  sebagai tem pat menyembelih unggas seperti ayam, itik, entog 
dan sebagainya bagi konsum si m asyarakat.

59. Tem ak Rum inansia adalah tem ak  m em am ahbiak yang terdiri dari 
tem ak  rum inansia besar seperti sapi dan kerbau, serta  tem ak  
rum inansia kecil seperti kam bing dan domba.

60. Perizinan B erusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku 
U saha u n tu k  m em ulai dan m enjalankan u sah a  d a n /a ta u  kegiatan dan 
diberikan dalam  bentuk  persetu juan  yang dituangkan dalam bentuk  
persetu juan  yang dituangkan dalam bentuk  su ra t/k ep u tu san  a tau  
pem enuhan persyaratan d a n /a ta u  Komitmen.

61. Ju ru  Sembelih Halal yang selanjutnya disebut Ju leh a  adalah orang yang 
m elakukan proses penyem belihan dan telah m em enuhi persyaratan 
sesuai keten tuan  pera tu ran  perundang-undangan.

62. Unit U saha adalah su a tu  tem pat u n tu k  m enjalankan kegiatan 
m em produksi, m enangani, m engedarkan, menyimpan, m enjual, 
m enjajakan, m em asukkan d a n /a ta u  m engeluarkan hewan dan produk 
hewan secara te ra tu r dan terus m enerus u n tu k  tu juan  komersial.

63. Dokter Hewan Spesialis adalah orang yang memiliki profesi dibidang 
kedokteran hewan dan kew enangan Medik Veteriner dalam  
m elaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan dengan keahlian tertentu .

64. Tenaga Medik Veteriner adalah Dokter Hewan dan Dokter Hewan 
Spesialis yang menyelenggarakan kegiatan di bidang K esehatan Hewan.

65. Tenaga Param edik Veteriner adalah Tenaga K esehatan Hewan lulusan 
sekolah kejuruan, Pendidikan diploma, a tau  memperoleh sertiiikat u n tu k  
m elaksanakan u ru san  Kesehatan Hewan yang menjadi kom petensinya 
dan dilakukan di bawah penyeliaan Dokter Hewan.

66. Penyeliaan Dokter Hewan adalah pengaw asan secara berkelanjutan 
kepada kinerja Tenaga K esehatan Hewan dalam  m elaksanakan Pelayanan 
ja sa  Medik Veteriner.

67. Medik Reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam 
penyelenggaraan K esehatan Hewan di bidang reproduksi hewan.

68. S urat Izin Praktek Dokter Hewan yang selanjutnya disebut SIP DRH 
adalah bukti tertulis yang m enyatakan telah m em enuhi syarat un tuk  
m elakukan praktik Pelayanan Ja s a  Medik Veteriner.
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69. Surat Izin Param edik Veteriner Pelayanan K esehatan Hewan yang 
selanjutnya disebut SIPP Keswan adalah bukti tertulis u n tu k  m elakukan 
pelayanan K esehatan Hewan selain Medik Reproduksi di bawah 
Penyeliaan Dokter Hewan.

70. Surat Izin Param edik Veteriner Pelayanan Insem inator yang selanjutnya 
disebut SIPP Insem inator adalah bukti tertu lis u n tu k  m elakukan praktik 
pelayanan insem inasi buatan  di baw ah Penyeliaan Dokter Hewan.

71. Surat Izin Param edik Veteriner Pelayanan Pem eriksaan Kebuntingan yang 
selanjutnya disebut SIPP PKb adalah bukti tertulis u n tu k  m elakukan 
praktik  insem inasi buatan  dan pem eriksaan kebuntingan di bawah 
Penyeliaan Dokter Hewan.

72. S urat Izin Param edik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi yang 
selanjutnya disebut SIPP ATR adalah bukti tertulis u n tu k  m elakukan 
praktik  pelayanan insem inasi buatan , pem eriksaan kebuntingan, dan 
tindakan asisten  teknik reproduksi hewan di bawah Penyeliaan Dokter 
Hewan.

73. Tempat Pelayanan Param edik Veteriner adalah tem pat yang memberikan 
pelayanan K esehatan Hewan a tau  Medik Reproduksi.

74. Setiap orang adalah  orang perseorangan a tau  korporasi, baik yang 
berbadan hukum  m aupun yang tidak berbadan hukum  serta  yang 
m elakukan kegiatan di bidang peternakan dan K esehatan Hewan.

75. Surat Izin U saha Veteriner yang selanjutnya disebut Sivet adalah bukti 
tertulis yang m enyatakan bahw a un it pelayanan K esehatan Hewan telah 
m em enuhi persyaratan u n tu k  m enjalankan u sah a  di bidang Kesehatan 
Hewan.

76. Sertifikat Kompetensi adalah keterangan tertulis yang m enjelaskan 
tingkat penguasaan kem am puan Tenaga K esehatan Hewan dalam  
m elaksanakan u ru san  K esehatan Hewan.

77. Pelayanan Terpadu Satu  Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah 
pelayanan secara terintegrasi dalam  sa tu  kesa tuan  proses dimulai dari 
tahap  perm ohonan sam pai dengan tahap  penyelesaian produk pelayanan 
m elalui sa tu  pintu.

78. Pendaftaran Pakan adalah serangkaian kegiatan u n tu k  memperoleh 
Nomor Pendaftaran Pakan, agar pakan yang d ibuat dapat diedarkan

79. Pusat K esehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskesw an adalah 
Pos K esehatan Hewan yang mem berikan pelayanan di bidang kesehatan 
hewan.

80. Tenaga Medik K esehatan Hewan adalah Dokter Hewan yang bertanggung 
jaw ab secara professional dalam  pelayanan di bidang kesehatan  hewan di 
Puskeswan.

81. Medik Reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam 
penyelenggaraan kesehatan  hewan di bidang reproduksi hew an dalam  
rum pun ilmu kedokteran hewan.

82. Tenaga Param edik K esehatan Hewan adalah param edik yang bertugas 
m em bantu pelaksanaan tugas tenaga medik kesehatan hewan di 
Puskeswan.

83. Tanda Bukti Pendataan yang selanjutnya disingkat TBP adalah tanda 
bukti identifikasi dan pendataan  oleh pem erintah daerah k abupa ten /ko ta  
kepada Peternak yang m elakukan Budi Daya skala u sah a  mikro.
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84. Surat Tanda Daftar yang selanjutnya disingkat STD adalah 
keterangan tertulis yang diberikan oleh Lembaga OSS u n tu k  dan a tas 
nam a bupati/w alikota kepada Peternak yang m elakukan Budi Daya skala 
u sah a  kecil.

85. Izin U saha Peternakan adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS 
u n tu k  dan a tas nam a bupati/w alikota kepada Perusahaan Peternakan 
yang m elakukan Budi Daya skala u sah a  m enengah dan besar a tau  
kepada Peternak dan P erusahaan Peternakan yang m elakukan 
Pembibitan skala u sah a  mikro, kecil, m enengah dan besar, setelah 
m elakukan pendaftaran dan u n tu k  mem ulai u sah a  d a n /a ta u  kegiatan 
dengan m em enuhi persyaratan d a n /a ta u  Komitmen.

86. Perizinan B erusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha 
u n tu k  memulai dan m enjalankan u sah a  d a n /a ta u  kegiatan lainnya.

87. Sistem Perizinan B erusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single 
Submision) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah system 
elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga 
OSS u n tu k  penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

88. Mudigah a tau  embrio adalah hasil pem buahan an ta ra  sperm a dan 
sel telur sam pai um ur 2 bulan dalam  kandungan.

89. Biosafety adalah kondisi dan upaya u n tu k  melindungi personel a tau  
operator serta  lingkungan laboratorium  dan sekitam ya dari agen penyakit 
hewan dengan cara m enyusun protokol khusus, m enggunakan peralatan 
pendukung dan m enyusun desain fasilitas pendukung.

90. Biosecurity adalah kondisi dan upaya u n tu k  m em utuskan rantai 
m asuknya agen penyakit ke induk sem ang d a n /a ta u  menjaga agen 
penyakit yang disim pan dan diisolasi dalam  su a tu  laboratorium  tidak 
m engontam inasi a tau  tidak disalahgunakan u n tu k  tu juan  bioterorisme.

91. Sediaan biologik adalah obat hewan yang dihasilkan melalui proses 
biologis pada hewan a tau  jaringan hewan u n tu k  m enim bulkan 
kekebalan, m endiagnosis su a tu  penyakit a tau  m enyem buhkan penyakit 
melalui proses imunologik an ta ra  lain berupa vaksin, sera (anti sera), 
hasil rekayasa genetika dan bahan  diagnostika biologis.

92. Sediaan farm akoseutika adalah obat hewan yang dihasilkan melalui 
proses nonbiologik, an ta ra  lain vitamin, hormone, enzim, antibiotic dan 
kem oterapetik lainnya antihistam in, antipiretik dan anestetik  yang 
dipakai berdasarkan daya kerja farmakologi.

93. Sediaan premix adalah obat hewan yang dijadikan im buhan pakan a tau  
pelengkap pakan hewan yang pem beriannya dicam purkan ke dalam 
pakan a tau  air m inum  hewan.

94. Sediaan obat alami adalah bahan a tau  ram uan bahan  alam i yang 
berupa bahan  tum buhan, bahan  hewan, bahan mineral, sediaan 
galenik a tau  cam puran dari bahan-bahan  tersebut yang digunakan 
sebagai obat hewan.

95. Parenteral adalah pem berian obat m enggunakan an ta ra  lain alat suntik, 
infuse, sonde (selang yang dim asukkan melalui m ulut a tau  hidung) 
d a n /a ta u  trolar (alat pelubang perut).

96. Obat keras adalah obat hewan yang bila pem akaiannya tidak sesuai 
dengan ketentuan  dapat m enim bulkan bahaya bagi hewan d a n /a ta u  
m anusia  yang m engkonsum si produk hewan tersebut.
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ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II

Pasal 2
Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berasaskan  :
a. kem anfaatan dan keberlanjutan;
b. keam anan dan kesehatan;
c. kerakyatan dan keadilan;
d. keterbukaan dan  keterpaduan;
e. kemandirian;
f. kem itraan;dan

g- keprofesionalan.

Pasal 3
Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dim aksudkan un tuk  :
a. mem berikan kepastian hukum ;
b. memberikan perlindungan dan peningkatan kualitas sum ber daya 

hewan yang efektif dan efisien;
c. m ewujudkan kesehatan  Hewan;
d. melindungi kesehatan  m anusia  dan hewan beserta ekosistem nya; dan
e. mewujudkan peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan 

serta penyediaan pangan yang am an, sehat, u tuh , dan halal.

Pasal 4
Penyelenggaraan peternakan  dan kesehatan hewan bertu juan  u n tu k  :
a. mengelola sum berdaya hewan secara berm artabat, bertanggungjawab, dan 

berkelanjutan;
b. m encukupi kebu tuhan  pangan, barang dan ja sa  asal hewan secara mandiri, 

berdayasaing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak 
dan m asyarakat m enuju pencapaian ketahanan  pangan;

c. m enciptakan ruang  investasi serta pengem bangan u sah a  peternakan dan 
sistem kesehatan hewan yang terpadu dan terintegrasi melalui dukungan 
in frastruk tur strategis;

d. memberikan kepastian hukum  dan kepastian berusaha di bidang 
peternakan dan kesehatan  hewan;

e. m elestarikan sum berdaya lokal dan lingkungan; dan
f. M eningkatkan perekonom ian daerah dan kesejahteraan m asyarakat.
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BAB III 
RUANG LINGKUP 

Pasal 5
Ruang lingkup pengaturan  penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan 
dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a. Kewenangan;
b. Perencanaan;
c. Peternakan
d. Kesehatan hewan dan kesehatan m asyarakat veteriner;
e. O toritas veteriner;
f. Rumah potong hewan;
g. Pem berdayaan peternak dan u sah a  di bidang peternakan dan kesehatan 

hewan;
h. Pengembangan sum ber daya m anusia; dan
i. Penelitian dan pengembangan.

BAB IV 
KEWENANGAN 

Pasal 6
Dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, Pemerintah Daerah 
memiliki kewenangan an ta ra  lain :
a. Sarana peternakan;
b. P rasarana peternakan;
c. Kesehatan hewan, dan kesehatan m asyarakat veteriner;
d. Pengendalian dan penanggulangan bencana peternakan kabupaten; dan
e. Perizinan u sah a  peternakan;

Pasal 7
Sarana peternakan sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 6 h u ru f a meliputi:
a. pengelolaan sum ber daya genetik hewan dalam daerah kabupaten;
b. pengawasan m utu  dan peredaran ben ih /b ib it ternak  dan tanam an

pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten;
c. pengawasan penggunaan sarana peternakan;
d. pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
e. pengendalian penyediaan dan peredaran ben ih /b ib it ternak  dan hijauan 

pakan ternak  dalam  daerah kabupaten;
f. penyediaan ben ih /b ib it ternak dan hijauan pakan ternak;
g. Pengawasan panen dan pascapanen peternakan;
h. Pengelolaan pengolahan dan pem asaran hasil peternakan; dan
i. Penyediaan dan memfasilitasi pem biayaan serta perm odalan un tuk

pem berdayaan peternak.
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Prasarana peternakan sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 6 h u ru f b meliputi :
a. pengelolaan wilayah sum ber bibit ternak dan ru m p u n /g a lu r ternak 

dalam daerah kabupaten;
b. pengem bangan p rasaran a  peternakan; dan
c. pengem bangan lahan penggembalaan umum.

P a sa l9
Kesehatan hewan dan kesehatan m asyarakat veteriner sebagaim ana dim aksud 
dalam Pasal 6 h u ru f c meliputi:
a. penjam inan kesehatan  hewan, penutupan  dan pem bukaan daerah 

wabah penyakit hewan m enular dalam  Daerah Kabupaten;
b. pengawasan pem asukan hewan dan produk hewan ke Daerah Kabupaten 

serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah Kabupaten;
c. pengelolaan pelayanan ja sa  laboratorium  dan ja sa  medik veteriner 

dalam Daerah Kabupaten;
d. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan m asyarakat 

veteriner;
e. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;

Pasal 10
Pengendalian dan penanggulangan bencana peternakan sebagaim ana dim aksud 
dalam Pasal 6 h u ru f d meliputi Pengendalian dan penanggulangan bencana 
peternakan di wilayah Daerah.

Pasal 11
Perizinan usaha  peternakan sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 6 hu ru f e 
meliputi :
a. Penerbitan izin u sah a  peternakan yang kegiatan usahanya dalam  daerah 

kabupaten;
b. Penerbitan izin u sah a  budidaya, pembibitan, produksi ben ih /b ib it ternak 

dan pakan, fasilitas pem eliharaan hew an,rum ah sakit hewan, pasar hewan;
c. Penerbitan izin u sah a  pengecer (toko, retail, sub distributor) obat 

hewan.
BAB V 

PERENCANAAN
Pasal 12

(1) Pem erintah Daerah m enyusun rencana penyelenggaraan usaha 
peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan Rencana Pem bangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan 
Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Daerah.

(2) Rencana penyelenggaraan u sah a  peternakan dan kesehatan hewan 
sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 8
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BAB VI
PETERNAKAN 
Bagian Kesatu 

Kawasan Petem akan 
Pasal 13

(1) Pem erintah Daerah m enetapkan lokasi kaw asan penyelenggaraan 
peternakan a tau  sen tra  petem akan.

(2) Penetapan kaw asan penyelenggaraan petem akan  a tau  sentra 
peternakan sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan  
pera tu ran  perundang-undangan.

(3) K etentuan Lebih lanjut m engenai lokasi Kawasan u sah a  petem akan 
a tau  sen tra  peternakan sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan K eputusan Bupati.

Bagian Kedua 
Peta Potensi 

Pasal 14
(1) Pem erintah D aerah m enyusun peta potensi petem akan.
(2) Peta potensi petem akan  sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) meliputi:

a. potensi dan daya dukung lahan u n tu k  petem akan;
b. ketersediaan bibit dan bakalan;
c. ketersediaan hijauan pakan ternak  dan sum ber air;
d. ketesediaan sa ran a  dan p rasarana peternakan;
e. sum ber daya m anusia  di bidang petem akan;dan
f. kesesuaian iklim dengan komoditas peternakan.

Bagian Ketiga 
Lahan Petem akan 

Pasal 15
(1) U ntuk menjamin kepastian terselenggaranya u sah a  peternakan dan 

kesehatan hew an di wilayah D aerah Kabupaten, diperlukan penyediaan 
lahan yang m em enuhi persyaratan teknis dengan m em pertim bangkan 
penerapan sistem  m anajem en lingkungan yang baik.

(2) Penyediaan lahan sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) dim asukkan ke 
dalam  Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang 
Kabupaten.

Pasal 16
(1) Pem erintah D aerah K abupaten Karawang yang di daerahnya memiliki 

persediaan lahan yang m em ungkinkan dan m em perioritaskan budidaya 
tem ak  skala kecil diwajibkan u n tu k  m enetapkan lahan sebagai kaw asan 
penggem balaan um um .
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(2) Lahan yang telah ditetapkan sebagai kaw asan pengem balaan um um  
sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) h arus d ipertahankan keberadaan 
dan kem anfaatannya secara berkelanjutan.

(3) Kawasan Pengem balaan um um  sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) 
berfungsi sebagai :
a. Penghasil tum buhan  pakan
b. Tempat perkaw inan alami, seleksi, kastrasi dan pelayanan insem inasi 

buatan;
c. Tempat pelayanan kesehatan hewan : d a n /a ta u
d. Tempat penelitian/ pengem bangan teknologi peternakan dan 

kesehatan hewan.
(4) Pem erintah Daerah dalam  m enetapkan lahan pengem balaan 

sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) dapat m elakukan bentuk  kerjasam a 
an tara  perusahaan  peternakan dan perusahaan  tanam an pangan, 
hortikultura, perikanan, perkebunan dan kehu tanan  serta  bidang lainnya 
dalam m em anfaatkan lahan di kaw asan tersebut sebagai sum ber pakan 
m urah.

Bagian Keempat 
Sum ber Daya Genetik Ternak

Pasal 17
(1) Pem erintah Daerah menyelenggarakan pem anfaatan dan pelestarian 

sum ber daya genetik ternak berdasarkan sebaran asli geografis.
(2) Selain sum ber daya genetik berdasarkan sebaran asli geografis 

sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), pem anfaatan dan pelestarian 
sum ber daya genetik ternak  dapat berasal dari ternak  introduksi.

(3) Pem anfaatan sum ber daya genetik sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) 
dilaksanakan melalui pem budidayaan dan pem uliaan.

(4) Pelestarian sum ber daya genetik sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) 
dilaksanakan melalui konservasi di dalam m aupun di luar habitatnya.

Pasal 18
Sum ber daya genetik sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 17 ayat (1) dan 
ayat (2) dapat berasal dari hewan peliharaan dan satwa liar yang dilindungi 
dan tidak dilindungi setelah dikoordinasikan dengan instansi berwenang.

Pasal 19
(1) Pem budidayaan dan pem uliaan sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 17 

ayat (3) dilakukan oleh pem erintah daerah, perguruan tinggi,lembaga 
penelitian, m asyarakat d a n /a ta u  korporasi dengan m engacu pada 
kesejahteraan hewan dan mengoptim alkan keanekaragam an hayati dan 
sum ber daya genetik asli daerah.

(2) Pem erintah Daerah m elakukan perlindungan, pem binaan dan 
pengawasan u sah a  pem budidayaan dan pem uliaan sebagaim ana 
dim aksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang- 
undangan.
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Pasal 20
(1) U saha pem budidayaan sum ber daya genetik hewan asli, lokal dan 

introduksi dilakukan oleh m asyarakat dan badan usaha.
(2) Pem erintah D aerah dapat m elakukan u sah a  pem budidayaan hew an asli 

dan  lokal, apabila u saha  pem budidayaan sebagaim ana dim aksud pada 
ayat (1) belum optimal.

(3) Pem erintah D aerah dapat m elakukan penjaringan ternak  rum inansia 
betina produktif yang berpotensi menjadi bibit, u n tu k  selanjutnya 
ditam pung a tau  didistribusikan kepada m asyarakat dalam  u sah a  
pembibitan.

(4) Pem erintah D aerah dapat m enyediakan anggaran u n tu k  m elaksanakan 
penjaringan ternak  sebagaim ana dim aksud pada ayat (3).

Pasal 21
Pem erintah D aerah K abupaten h a ra s  m elakukan pem uliaan sum ber daya
genetik hewan asli a tau  lokal yang :
a. s ta tu s  populasinya tidak am an;
b. nilai ekonominya rendah;
c. nilai sosial budayanya tinggi; d a n /a ta u
d. keragam an genetiknya tinggi.

Pasal 22
(1) Sum ber daya genetik hewan asli dan lokal h a ru s dilestarikan secara 

berkelanjutan.
(2) Pem erintah D aerah m elakukan upaya penyelam atan sum ber daya 

genetik hewan, dalam  hal terjadi bencana alam  yang m enyebabkan 
kerusakan  habita t a tau  kaw asan pelestarian.

(3) Pem erintah D aerah m elakukan pem berantasan  penyakit dan 
mencegah terjadinya kepunahan sum ber daya genetik hewan, dalam  
hal terjadi w abah penyakit hewan m enular yang dapat m enim bulkan 
kepunahan.

(4) Pem erintah D aerah dapat m em bentuk unit pem bibitan ternak  dalam  
rangka pelestarian sum ber daya genetik hewan.

Pasal 23
(1) Pem erintah D aerah wajib m enyediakan serta  m engem bangkan benih dan 

bibit dengan m engutam akan produksi lokal yang m elibatkan badan 
u sah a  dan m asyarakat.

(2) Setiap bibit yang beredar sekurang kurangnya memiliki Surat 
Keterangan Layak Bibit.

(3) Surat Keterangan Layak Bibit sebagaim ana dim aksud pada ayat (2)
m erupakan su ra t yang m enerangkan kesesuaian tem ak  terhadap 
standar (Standar Nasional Indonesia/Persyaratan Teknis
M inimal/ S tandar daerah) u n tu k  ru m p u n /g a lu r te rnak  yang sudah 
ditetapkan a tau  lepas.

(4) Surat Keterangan Layak Bibit sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) 
diterbitkan oleh Kepala Dinas.
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(5) Ternak yang m em punyai S urat Keterangan Layak Bibit sebagaim ana 
dim aksud pada ayat (4) bisa di daftarkan u n tu k  memperoleh sertifikat 
sebagai ternak  bibit ke Lembaga Sertifikasi Bibit yang terakreditasi sesuai 
dengan keten tuan  pera tu ran  perundang-undangan.

Pasal 24
(1) Perbaikan kualitas benih d a n /a ta u  bibit dilakukan dengan pem bentukan 

galur m urni d a n /a ta u  pem bentukan rum pun baru melalui persilangan 
d a n /a ta u  aplikasi bioteknologi modern.

(2) Aplikasi bioteknologi modern sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) dapat 
d ilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan:

a. kaidah agama;
b. tidak m erugikan keanekaragam an hayati;
c. kesehatan  m anusia  lingkungan dan m asyarakat; dan
d. kesejahteraan hewan

Pasal 25
(1) Dalam rangka m encukupi ketersediaan bibit, ternak rum inansia betina 

produktif diseleksi u n tuk  pem uliaan, sedangkan ternak  rum inansia 
betina tidak produktif disingkirkan u n tu k  dijadikan ternak  potong.

(2) Tem ak rum inansia  betina produktif dilarang disembelih karena 
m erupakan penghasil ternak yang baik, kecuali u n tu k  keperluan 
penelitian, pem uliaan, a tau  pengendalian dan penanggulangan penyakit 
hewan.

(3) Setiap o rang /badan  u saha  yang m elakukan pelanggaran sebagaim ana 
dim aksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 
pera tu ran  perundang-undangan.

Bagian Kelima 
Pakan 
Pasal 26

(1) Setiap orang yang m elakukan budidaya ternak  wajib m encukupi 
kebutuhan  pakan bagi ternak  yang dipeliharanya.

(2) Pem erintah D aerah m elakukan pem binaan kepada peternak a tau  pelaku 
u sah a  peternakan dalam  m encukupi dan m em enuhi kebu tuhan  pakan 
sebagaim ana dim aksud pada ayat(l).

(3) Pem erintah D aerah m elakukan pengawasan m utu  pakan dan bahan baku 
pakan melalui pengujian di laboratorium  pakan yang terakreditasi.

(4) Pengawasan terhadap m utu  pakan dilakukan oleh pejabat fungsional 
pengawas m utu  pakan atau  petugas berwenang.

(5) Pem erintah D aerah wajib menyediakan sum ber daya m anusia petugas 
pengawas m utu  pakan.
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(1) Setiap o rang /badan  usaha/koperasi yang m em produksi pakan d a n /a ta u  
bahan pakan u n tu k  diedarkan secara komersial wajib memperoleh 
izin u sah a  produksi pakan dari Bupati a tau  Perangkat Daerah yang 
membidangi perizinan.

(2) Izin U saha Produksi Pakan d a n /a ta u  bahan  pakan sebagaim ana 
dim aksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan  perundang-undangan.

Pasal 28
(1) Pakan yang d ibuat un tuk  diedarkan secara komersial h arus memenuhi 

standar a tau  persyaratan teknis minimal dan keam anan pakan serta 
m em enuhi keten tuan  cara pem buatan pakan yang baik yang ditetapkan 
sesuai pera tu ran  perundang-undangan.

(2) Setiap orang dilarang :
a. m engedarkan pakan yang tidak layak dikonsum si;
b. m enggunakan d a n /a ta u  m engedarkan pakan rum inansia yang 

m engandung bahan  pakan yang berupa darah, daging, d a n /a ta u  
tulang; d a n /a ta u

c. m enggunakan pakan yang dicam pur horm on terten tu  d a n /a ta u  
antibiotik im buhan pakan.

(3) Setiap o rang /badan  u sah a  yang m elakukan pelanggaran sebagaim ana 
dim aksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 
peraturan  perundang-undangan.

Bagian Keenam 
Alat Dan Mesin Peternakan Dan K esehatan Hewan

Pasal 29
(1)Jenis alat dan mesin terdiri a tas :

a. alat dan mesin peternakan; dan
b. alat dan mesin kesehatan hewan.

(2) Pem erintah Daerah mendorong m asyarakat/pelaku  u sah a /in s tan si 
terkait u n tu k  m enggunakan alat dan mesin yang diproduksi oleh 
produsen lokal/produksi dalam negeri yang bersertifikat dari lembaga 
berwenang.

(3) Dalam hal pengadaan alat dan mesin belum terpenuhi dari produksi 
dalam  negeri, dapat m enggunakan alat dan mesin impor sesuai dengan 
ketentuan  pera tu ran  perundang- undangan.

(4) Alat dan m esin peternakan dan kesehatan hewan yang diproduksi 
d a n /a ta u  yang beredar di Daerah harus m engutam akan keselam atan dan 
keam anan pem akainya dan bersertifikat dari lembaga berwenang.

(5) Pem erintah D aerah m elakukan pem binaan dan pengaw asan secara 
berjenjang terhadap  penggunaan alat dan mesin peternakan dan 
kesehatan hewan.

(6) Setiap o rang /badan  usaha  yang m elakukan pelanggaran sebagaim ana 
dim aksud pada ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan  
perundang-undangan.

Pasal 27
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Alat dan mesin peternakan meliputi alat dan mesin yang digunakan un tuk
m elaksanakan fungsi:
a. pembibitan dan budidaya;
b. penyiapan, pem buatan, penyim panan dan pem berian pakan;dan
c. panen, pasca panen, pengolahan dan pem asaran  hasil peternakan.

Pasal 31
Alat dan mesin kesehatan  hewan meliputi alat dan m esin yang digunakan
un tuk  m elaksanakan fungsi :
a. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
b. kesehatan m asyarakat veteriner;
c. kesejahteraan hewan; dan
d. pelayanan kesehatan  hewan.

Bagian Ketujuh 
Budidaya dan Pembibitan 

Pasal 32
(1) Budidaya m erupakan kegiatan u n tuk  m em produksi hasil ternak dan hasil 

ikutannya bagi konsum en.
(2) Pembibitan m erupakan kegiatan m enghasilkan bibit ternak un tuk  

keperluan sendiri a tau  diperjualbelikan.
(3) U saha Budi Daya dan Pembibitan sebagaim ana dim aksud dalam ayat (1) 

dan ayat (2) meliputi :
a. Ternak rum inansia;
b. Ternak non-rum inansia

(4) U saha Budi Daya ternak rum inansia sebagaim ana dim aksud pada ayat
(3) h u ru f a  meliputi sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, 
dom ba/biri-biri, dan rusa.

(5) U saha Budi Daya ternak nonrum inansia sebagaim ana dim aksud pada 
ayat (3) h u ru f b meliputi kuda, kelinci, ayam  ras petelur, ayam ras 
pedaging, ayam  lokal, itik, angsa, kalkun dan burung  puyuh.

(6) U saha Pembibitan ternak  rum inansia sebagaim ana dim aksud pada ayat
(3) hu ru f a meliputi sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, dan 
dom ba/biri-biri.

(7) U saha Pembibitan ternak  nonrum inansia sebagaim ana dim aksud 
pada ayat (3) h u ru f b meliputi kuda, kelinci, ayam ras petelur, ayam ras 
pedaging, ayam lokal, itik, angsa, dan burung puyuh.

(8) Pengembangan budidaya dan pem bibitan dapat dilakukan dalam suatu  
kaw asan budidaya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah 
ditetapkan.

Pasal 30
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Pasal 33
(1) U saha Budi Daya sebagaim ana dim aksud pada pasal 32 ayat (1) hanya 

dapat d ilakukan oleh :
a. Peternak;
b. Perusahaan Peternakan; dan
c. Pihak Tertentu.

(2) U saha Pembibitan sebagaim ana dim aksud pada pasal 32 ayat (2) dapat 
dilakukan oleh :
a. Peternak;
b. Perusahaan Peternakan;
c. Pem erintah pusat; dan
d. Pem erintah daerah provinsi d a n /a ta u  kabupaten.

(3) Peternak sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) h u ru f a  yang m elakukan 
budidaya :
a. Skala u sah a  mikro, h arus memiliki TBP, a tau
b. Skala u sah a  kecil, h a ru s memiliki STD.

(4) Perusahaan peternakan sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) h u ru f b 
yang m elakukan budidaya :
a. Skala u sah a  menengah, a tau
b. Skala u sah a  besar.

(5) Pihak terten tu  sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) hu ru f c hanya 
dapat m elakukan budi daya u n tu k  kepentingan k h u su s sesuai dengan 
keten tuan  pera tu ran  perundang-undangan.

(6) Peternak, perusahaan  peternakan, dan pihak terten tu  sebagaim ana 
dim aksud pada ayat (3) sam pai dengan ayat (5) wajib mengikuti ta ta  
cara Budi Daya Ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban 
um um  sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

(7) Peternak dan  Perusahaan Peternakan sebagaim ana dim aksud pada 
ayat (3) h u ru f a  dan b yang m elakukan Pembibitan skala u sah a  mikro, 
kecil, m enengah, dan besar wajib memiliki Izin U saha Peternakan.

(8) Selain m em enuhi kewajiban sebagaim ana dim aksud pada ayat (7), 
Peternak dan Perusahaan Peternakan wajib m engikuti ketentuan 
peraturan  perundang-undangan di bidang pembibitan.

(9) Skala u sah a  mikro dan skala usaha  kecil sebagaim ana dim aksud pada 
ayat (3) h u ru f a dan b serta  skala usaha  m enengah dan skala usaha 
besar sebagaim ana dim aksud pada ayat (4) h u ru f a  dan  b, dilaksanakan 
sesuai dengan peraturan  perundang-undangan.

(10) Peternak a tau  Perusahaan Peternakan yang telah memiliki Izin Usaha 
Peternakan sebagaim ana dim aksud pada ayat (7) dapat m elakukan 
perluasan u sahanya setelah memperoleh izin perluasan  usaha.

(11) Izin perluasan  usaha  sebagaim ana dim aksud pada ayat (10) 
d iperuntukkan bagi Peternak a tau  Perusahaan Peternakan yang 
m enam bah jum lah  ternak melebihi 30% (Tiga Puluh Persen) dari 
jum lah  ternak  yang diizinkan dalam Izin U saha Peternakan.

(12) Perluasan u sah a  sebagaim ana dim aksud pada ayat (11) meliputi :
a. Penam bahan skala usaha; d a n /a ta u
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b. Penam bahan lokasi u saha  di tem pat yang berbeda dalam satu  
kabupaten.

Pasal 34
(1) Petemak dapat m elakukan kem itraan u saha  di bidang budidaya ternak 

berdasarkan perjanjian yang saling m em erlukan, m em perkuat, dan 
m enguntungkan serta  berkeadilan.

(2) Perjanjian kem itraan dilakukan dalam  bentuk  perjanjian tertulis 
dan diketahui u n su r pem erintah daerah sebagai pem bina kem itraan 
usaha.

(3) Kemitraan u sah a  sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), dapat 
dilakukan:
a. an ta r peternak;
b. an tara  peternak dengan perusahaan  peternakan;
c. an ta ra  peternak dengan perusahaan  di bidang lain;
d. an ta ra  peternak dengan Pem erintah Daerah/BUMN/BUMD; dan
e. an ta ra  p erusahaan  peternakan dengan Pem erintah a tau  Pemerintah 

Daerah.
(4) Kemitraan u sah a  sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) dapat dilakukan 

paling sedikit dalam  bentuk:
a. bagi hasil;
b. sewa; a tau
c. inti plasm a.

(5) Perusahaan peternakan yang m elakukan kem itraan (sebagai inti) dengan 
peternak di D aerah wajib memiliki izin u sah a  peternakan dari 
Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dengan rekom endasi teknis 
dari Dinas.

(6) Kemitraan d ilaksanakan dengan mengacu pada keten tuan  peraturan  
perundang-undangan.

Pasal 35
Dalam m elakukan kem itraan, perusahaan  peternakan h a ru s  m elaksanakan 
pem binaan teknis dan non teknis melalui pendidikan, pelatihan, 
penyuluhan d a n /a ta u  proses alih teknologi.

Pasal 36
(1) Pem erintah D aerah m elakukan pem binaan dan pengawasan kem itraan 

dengan m em perhatikan ketentuan peraturan  perundang-undangan.
(2) Pem erintah D aerah memberikan pem binaan u n tu k  pengem bangan 

budidaya yang dilakukan oleh peternak menjadi u saha  peternakan 
yang m enguntungkan.

(3) Petem ak dan perusahaan  peternakan yang m elakukan kem itraan 
usaha  wajib m em berikan laporan tertulis kepada Bupati melalui dinas.

(4) Laporan yang dim aksud pada ayat (3) wajib m encantum kan data 
jum lah pelaku kem itraan, data perkem bangan kegiatan usahanya dan 
naskah perjanjian kerjasam a.
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(5) Peternak dan  perusahaan  peternakan yang tidak m elaksanakan 
ketentuan sebagaim ana dim aksud pada ayat (3) d iatas diberikan sanksi 
sesuai ketentuan  pera tu ran  perundang-undangan.

Bagian Kedelapan 
Panen, pasca panen, pem asaran dan pengolahan hasil peternakan

Pasal 37
(1) Peternak dan perusahaan  peternakan m elakukan ta ta  cara panen 

yang baik u n tu k  m endapatkan hasil produksi dengan jum lah  dan m utu 
yang tinggi.

(2) Pelaksanaan panen hasil budidaya h arus mengikuti syarat kesehatan 
hewan, kesejahteraan hewan, keam anan hayati, kaidah agama, etika dan 
estetika.

Pasal 38
(1) Pem erintah Daerah wajib mendorong berkem bangnya u n it u sah a  pasca 

panen hasil peternakan.
(2) Pem erintah daerah dapat memfasilitasi pengem bangan un it pasca 

panen produk hewan skala kecil dan menengah.
(3) Pem erintah daerah memfasilitasi berkem bangnya un it u sah a  pasca 

panen yang m em anfaatkan produk hewan sebagai bahan baku 
pangan, pakan, farm asi, dan industri.

Pasal 39
(1) Pem erintah Daerah dapat memfasilitasi kegiatan prom osi/ d istribusi/ 

pem asaran hew an /ternak  dan produk hewan di dalam  negeri m aupun 
ke luar negeri.

(2) Promosi/ d istribusi/ pem asaran sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), 
dapat d ilaksanakan melalui :
a. pem bangunan dan pengelolaan pasar hew an /p asa r ternak dan pasar 

produk hewan yang m em enuhi higiene dan sanitasi serta 
ketertiban um um ;

b. pengem bangan pasar bagi badan u sah a  milik peternak;
c. pengem bangan sistem  pem asaran dan promosi hasil peternakan;
d. penyediaan sistem  informasi pasar hewan dan produk hewan;dan
e. pem berian kewajiban kepada pasar modern u n tu k  m engutam akan 

penjualan produk hewan dalam negeri.
(3) Pem erintah D aerah m elakukan upaya un tuk  m enciptakan iklim usaha  

yang sehat bagi pem asaran h ew an /te rn ak /p ro d u k  hewan.

Pasal 40
(1) Pem erintah Daerah mendorong dan memfasilitasi berkem bangnya 

industri pengolahan produk hewan dengan m engutam akan penggunaan 
bahan baku  lokal.
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(2) Pem erintah Daerah mendorong terselenggaranya kem itraan yang sehat 
dan saling m enguntungkan an tara  industri pengolahan dengan peternak 
d a n /a ta u  koperasi yang m enghasilkan produk asal hewan yang 
digunakan sebagai bahan  baku industri.

(3) Kemitraan sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) dapat berupa kerjasama:
a. perm odalan a tau  pembiayaan;
b. pengolahan;
c. pem asaran;
d. pendistribusian; d a n /a ta u
e. ran tai pasok.

BAB VII
KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Pasal 41
(1) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan m erupakan 

penyelenggaraan kesehatan  hewan dan kesehatan lingkungan dalam 
bentuk pengam atan dan pengindentifikasian, pencegahan, pengam anan, 
pem berantasan, d a n /a ta u  pengobatan.

(2) U rusan kesehatan  hewan dilakukan dengan pendekatan pem eliharaan, 
peningkatan kesehatan  [promotij), pencegahan penyakit (preventif), 
penyem buhan penyakit (kuratif] dan pem ulihan kesehatan (rehabilitatij) 
yang dilaksanakan secara m enyeluruh, terpadu dan berkesinam bungan.

(3) Pengam atan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaim ana 
dim aksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan surveilance dan 
pem etaan, penyidikan dan peringatan dini, pem eriksaan dan pengujian, 
serta pelaporan.

(4) Pengam atan dan pengidentifikasian penyakit hewan dilakukan di 
laboratorium  veteriner yang terakreditasi.

(5) Pencegahan penyakit hewan sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) 
dilakukan berdasarkan ketentuan  pera tu ran  perundang-undangan di 
bidang karan tina hewan.

Pasal 42
(1) Pengam anan terhadap  penyakit hewan dilaksanakan melalui :

a. penetapan penyakit hewan m enular strategis;
b. penetapan kaw asan pengam anan penyakit hewan;
c. penerapan prosedur biosafety dan biosecurity;
d. pengebalan hewan;
e. pengaw asan lalu lintas hewan, produk hewan dan media 

pembawa penyakit hewan lainnya;
f. pelaksanaan kesiagaan daru ra t veteriner; d a n /a ta u
g. penerapan kew aspadaan dini.

(2) Pem erintah Daerah m em bangun dan mengelola sistem  informasi veteriner 
dalam rangka terselenggaranya pengawasan dan tersedianya data  dan 
informasi penyakit hewan.
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(3) Setiap orang yang m elakukan pem asukan d a n /a ta u  pengeluaran hewan, 
produk hewan, d a n /a ta u  media pembawa penyakit wajib mem enuhi 
persyaratan teknis kesehatan hewan.

Pasal 43
(1) Pem berantasan penyakit hewan meliputi penutupan  daerah, pem batasan 

lalu lintas hewan, pengebalan hewan, pengisolasian hewan sakit atau  
terduga sakit, penanganan hewan sakit, pem usnahan  bangkai, 
pengeradikasian penyakit hewan dan pendepopulasian hewan.

(2) Pendepopulasian hewan sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan m em perhatikan s ta tu s konservasi d a n /a ta u  sta tus 
genetik hewan.

(3) Pem erintah D aerah Kabupaten tidak mem berikan kom pensasi kepada 
setiap orang a tas tindakan depopulasi terhadap hew annya yang positif 
terjangkit penyakit hewan sebagaim ana dim aksud pada ayat (1).

(4) Setiap orang dilarang m engeluarkan d a n /a ta u  m em asukkan hewan, 
produk hewan d a n /a ta u  media yang dim ungkinkan membawa penyakit 
hewan lainnya dari daerah tertu lar d a n /a ta u  terduga ke daerah bebas.

Pasal 44
(1) Pengobatan hew an /ternak  menjadi tanggung jaw ab pemilik hewan, 

peternak a tau  perusahaan  peternakan, baik sendiri m aupun dengan 
ban tuan  tenaga kesehatan  hewan.

(2) Pengobatan hew an sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) yang 
m enggunakan obat keras d a n /a ta u  obat yang diberikan secara parenteral 
harus dilakukan dibawah pengawasan dokter hewan.

(3) Hewan a tau  kelompok hewan yang m enderita penyakit m enular dan tidak 
dapat disem buhkan berdasarkan visum dokter hewan berwenang serta 
m em bahayakan kesehatan m anusia dan lingkungan h a ru s  di eu thanasia  
d a n /a ta u  d im usnahkan  a tas perm intaan pemilik hewan, peternak, 
perusahaan  peternakan, Pemerintah Daerah dengan m em perhatikan 
ketentuan kesejahteraan hewan.

(4) E uthanasia  d a n /a ta u  pem usnahan terhadap hewan a tau  kelompok 
hewan sebagaim ana dim aksud pada ayat (3) dilakukan oleh dokter 
hewan berwenang d a n /a ta u  tenaga kesehatan hewan di bawah 
pengawasan dokter hewan berwenang dengan m em perhatikan ketentuan 
pera tu ran  perundang-undangan.

Pasal 45
(1) Obat hewan yang dibuat dan disediakan dengan m aksud un tuk  diedarkan 

h arus memiliki nomor pendaftaran.
(2) U ntuk memiliki nomor pendaftaran, setiap obat hewan harus didaftarkan, 

dinilai, diuji dan diberikan sertifikat m utu  setelah lulus penilaian dan 
pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan.

(3) Pem erintah daerah m elakukan pengawasan a tas pem buatan, penyediaan 
dan peredaran obat hewan.
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(1) Obat keras yang digunakan u n tu k  pengam anan penyakit hewan d a n /a ta u  
pengobatan hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep dokter 
hewan.

(2) Pem akaian obat keras h am s dilakukan oleh :
a. Dokter hewan; a tau
b. Tenaga kesehatan  hewan dibawah pengaw asan dokter hewan.

Pasal 47
(1) Setiap orang yang berusaha di bidang pem buatan, penyediaan dan atau  

peredaran obat hewan wajib memiliki izin u sah a  sesuai dengan ketentuan 
peraturan  perundang-undangan.

(2) Penyediaan obat hewan dilakukan dengan m engutam akan produksi 
dalam  negeri.

(3) Dalam hal obat hewan belum dapat diproduksi a tau  belum m encukupi 
kebutuhan  dalam  negeri dapat dipenuhi melalui produk luar negeri.

Pasal 48
(1) Kesehatan m asyarakat veteriner m erupakan penyelenggaraan kesehatan 

hewan dalam  bentuk  :
a. Pengendalian dan penanggulangan zoonosis;
b. penjam inan keam anan, kesehatan, keu tuhan  dan kehalalan 

produk hewan;
c. penjam inan hygiene dan sanitasi;
d. pengem bangan kedokteran perbandingan; dan
e. penanganan bencana.

(2) Dalam rangka menjam in produk hewan yang halal, am an, u tuh , dan 
sehat, Pem erintah Daerah m elaksanakan pengawasan, pem eriksaan dan 
pengujian produk hewan ke laboratorium  yang terakreditasi.

(3) Pengawasan dan pem eriksaan produk hewan b ertu ru t-tu ru t dilakukan 
di tem pat produksi, tem pat pemotongan, tem pat penam pungan, dan 
pengum pulan, pada w aktu dalam  keadaan segar, sebelum pengawetan, 
dan pada w aktu peredaran setelah pengawetan.

(4) Produk hewan yang diproduksi di wilayah Daerah d a n /a ta u  
d im asukkan ke wilayah Daerah u n tu k  diedarkan wajib disertai sertifikat 
veteriner dan sertifikat halal.

Pasal 46

Pasal 49
(1) Setiap orang yang mem punyai un it u sah a  produk hewan wajib 

m engajukan perm ohonan un tuk  memperoleh Nomor Kontrol Veteriner 
sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.

(2) Unit u saha  produk hewan yang dim aksud pada ayat (1) an ta ra  lain : 
rum ah potong hewan, rum ah potong unggas, budidaya unggas petelur, 
u saha  pem asukan, u saha  pengeluaran, u sah a  distribusi, u sah a  retail 
d a n /a ta u  u sah a  pengolahan pangan asal hewan.
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(3) Pem erintah Daerah m elakukan pem binaan un it u sah a  yang m em produksi 
d a n /a ta u  m engedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh un it u saha  
d a n /a ta u  industri rum ah tangga yang belum m em enuhi persyaratan 
Nomor Kontrol Veteriner.

Pasal 50
Pem erintah D aerah sesuai kewenangannya m enetapkan dokter hewan 
berwenang, m eningkatkan peran dan fungsi kelem bagaan
penyelenggaraan kesehatan hewan, serta m elaksanakan koordinasi 
dengan m em perhatikan ketentuan peraturan  perundang-undangan.

Pasal 51
(1) Pelayanan kesehatan  hewan meliputi pelayanan jasa

laboratorium  veteriner, pelayanan ja sa  laboratorium
pem eriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan ja sa  medik 
veteriner d a n /a ta u  pelayanan ja sa  di pusat kesehatan  hewan a tau  pos 
kesehatan hewan.

(2) Setiap o rang /badan  u sah a  yang akan m elakukan u sah a  di bidang 
pelayanan kesehatan hewan sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) 
wajib memiliki izin u sah a  pelayanan kesehatan hewan dari Bupati a tau  
instansi yang m enangani fungsi perizinan.

Pasal 52
(1) U ntuk m em enuhi kebutuhan  tenaga kesehatan hewan, Pemerintah 

Daerah m engatur penyediaan dan penem patan tenaga kesehatan 
hewan di daerah.

(2) Tenaga kesehatan  hewan sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) terdiri 
a tas tenaga medik veteriner, sarjana kedokteran hewan dan tenaga 
param edik veteriner.

(3) Tenaga medik veteriner sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) terdiri 
a tas dokter hewan dan dokter hewan spesialis.

(4) Tenaga param edik veteriner sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) 
memiliki diploma kesehatan hewan, d a n /a ta u  ijazah sekolah kejuruan 
kesehatan  hewan.

Pasal 53
(1) Tenaga kesehatan  hewan yang m elakukan pelayanan kesehatan 

hewan wajib memiliki su ra t izin praktek kesehatan hewan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ta ta  cara persyaratan memperoleh 

izin praktek kesehatan hewan sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) 
d iatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54
(1) Pem erintah Daerah wajib menyelenggarakan penjam inan higiene 

dan sanitasi, yang dilaksanakan melalui kegiatan :
a. pengaw asan, inspeksi, dan audit terhadap tem pat produksi, 

rum ah pemotongan hewan, tem pat pem erahan, tem pat 
penyim panan, tem pat pengolahan, dan tem pat penjualan atau  
penjajaan serta alat dan mesin produk hewan;
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b. surveilans terhadap residu obat hewan, cem aran mikroba, 
d a n /a ta u  cem aran kimia; dan

c. pem binaan terhadap orang yang terlibat secara langsung dengan 
aktivitas tersebut.

(2) Kegiatan higiene dan sanitasi sebagaim ana dim aksud pada ayat
(1), dilakukan oleh petugas dibawah pengawasan dokter hewan di 
bidang kesehatan  m asyarakat veteriner.

Pasal 55
Pemerintah Daerah m engantisipasi ancam an terhadap kesehatan 
m asyarakat yang ditim bulkan oleh hewan d a n /a ta u  perubahan 
lingkungan sebagai dam pak bencana alam yang m em erlukan kesiagaan 
dan cara penanggulangan terhadap zoonosis, m asalah higiene, dan 
sanitasi serta pencem aran lingkungan.

Pasal 56
(1) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang 

berkaitan dengan :
a. penangkapan dan penanganan;
b. penem patan dan pengandangan;
c. pem eliharaan dan perawatan;
d. pengangkutan;
e. pemotongan dan pem bunuhan; serta
f. perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.

(2) Kesejahteraan hewan sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), 
dilakukan secara m anusiaw i yang meliputi:
a. penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di 
bidang konservasi;

b. penem patan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik- 
baiknya sehingga m em ungkinkan hewan dapat m engekspresikan 
perilaku alaminya;

c. pem eliharaan, pengam anan, peraw atan, dan pengayoman hewan 
dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa  
lapar dan haus, rasa  sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, 
serta rasa  taku t dan tertekan;

d. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya 
sehingga hewan bebas dari rasa  taku t dan tertekan serta bebas 
dari penganiayaan;

e. penggunaan dan pem anfaatan hewan dilakukan dengan sebaik- 
baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan 
penyalahgunaan;

f. pem otongan dan pem bunuhan hewan dilakukan dengan sebaik- 
baiknya sehingga hewan bebas dari rasa  sak it,rasa  taku t dan 
tertekan, penganiyaan, dan penyalahgunaan; dan

g. perlakuan terhadap hewan h arus dihindari dari tindakan 
penganiayaan dan penyalahgunaan.
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(3) K etentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan 
kesejahteraan hewan diberlakukan bagi sem ua jen is hewan 
bertulang belakang dan sebagian dari hewan yang tidak 
bertulang belakang yang dapat m erasa sakit.

(4) Penyelenggaraan kesejahteraan hewan sebagaim ana dim aksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pem erintah 
Daerah bersam a m asyarakat.

BAB VIII 
OTORITAS VETERINER

Pasal 57
(1) Dalam rangka penyelenggaraan kesehatan  hewan di Daerah, 

Pem erintah Daerah m em bentuk Otoritas Veteriner K abupaten 
sesuai keten tuan  pera tu ran  perundang-undangan.

(2) K etentuan lebih lanjut mengenai pem bentukan Otoritas 
Veteriner K abupaten ditetapkan dengan K eputusan Bupati.

BAB IX 
RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 58
(1) Rum ah Potong Hewan terdiri dari :

a. Rum ah Potong Hewan Unggas; dan
b. Rum ah Potong Hewan Rum inansia.

(2) Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan h arus :
a. D ilakukan di Rum ah Potong Hewan ; dan
b. Mengikuti ta ta  cara penyem belihan yang m em enuhi kaidah 

kesehatan  m asyarakat veteriner/kesejahteraan  hewan dan Syariat 
Agama Islam.

(3) Pemotongan Hewan sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) h u ru f (a) 
dikecualikan bagi:
a. Pemotongan hewan u n tu k  kepentingan hari besar keagam aan;
b. Upacara adat;
c. Pemotongan daru ra t yang hew annya jau h  dari lokasi RPH yang 

dalam  pelaksanaanya berada dibawah pengaw asan dokter hewan 
a tau  petugas kesehatan  hewan.

(4) Dalam Rangka menjamin ketentram an batin m asyarakat, pemotongan 
hewan sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) h u ru f (b) h arus 
m em perhatikan kaidah agam a dan u n su r kepercayaan yang d ianut 
m asyarakat.

Pasal 59
(1) Pem erintah Daerah wajib memiliki Rum ah Potong Hewan yang 

m em enuhi persyaratan  Teknis dan m elaksanakan Penataan Rumah 
Potong Hewan sesuai kewenangan berdasarkan Peraturan perundang- 
undangan.
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(2) Persyaratan Teknis yang dim aksud pada ayat (1) meliputi persyaratan 
lokasi, Sarana Pendukung, Tata letak, desain dan konstruksi 
Kompleks dan bangunan Rum ah Potong Hewan serta  peralatan sesuai 
dengan persyaratan  teknis, sebagai b e r ik u t:
a. Pemotongan hewan secara benar, yaitu sesuai dengan persyaratan 

kesehatan m asyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, dan 
Syariah agama;

b. Pem eriksaan K esehatan hewan sebelum  dipotong ( antemortem  
inspection) dan  pem eriksaan karkas dan jeroan  ( Postmortem  
Inspection) u n tu k  mencegah penularan penyakit zoonotik ke 
m anusia; dan

c. Pem antauan dan surveilans penyakit hewan dan  zoonosis yang 
d item ukan pada pem eriksaan ante-m ortem  dan  pem eriksaan Post­
mortem guna pencegahan, pengendalian dan pem berantasan 
penyakit hewan m enular dan zoonosis di daerah  asal hewan.

(3) Pem erintah D aerah Wajib m em bangun, m erehabilitasi dan melengkapi 
Rum ah Potong Hewan Pem erintah sehingga m em enuhi persyaratan 
teknis sebagaim ana dim aksud pada ayat (2).

(4) Pem erintah D aerah wajib mendorong pelaku u sah a  agar m au 
m elaksanakan pemotongan hewan di Rum ah Potong Hewan yang telah 
m em enuhi persyaratan Teknis.

(5) Rum ah Potong Hewan sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) dapat 
d iusahakan  oleh sw asta setelah memiliki izin u sah a  Rum ah Potong 
Hewan dari Bupati a tau  instansi yang m elaksanakan fungsi perijinan 
berdasarkan rekom endasi dari dinas.

(6) Pem erintah Daerah bisa m engapresiasi dan mendorong pihak sw asta 
agar dapat m em bangun Rum ah Potong Hewan yang m em enuhi 
persyaratan  adm inistratif dan  persyaratan  teknis sesuai hasil kajian.

(7) Pem erintah Daerah Wajib m enutup Rum ah Potong Hewan Swasta 
yang tidak dapat m em enuhi persyaratan adm inistratif dan 
Persyaratan Teknis yang telah ditetapkan.

(8) U saha Rum ah Potong Hewan sebagaim ana dim aksud pada ayat (5) 
h arus dilakukan dibawah pengaw asan Dokter hewan berwenang di 
bidang pengaw asan kesehatan m asyarakat veteriner.

(9) Rum ah Potong Hewan Wajib memiliki dan m em pekeijakan Pelaku 
pemotongan hew an selanjutnya disebut Ju ru  Sembelih Halal serta 
wajib memiliki sertifikat sebagai J u ru  Sembelih halal yang 
dikeluarkan oleh lem baga/ instansi berwenang.

(10) Lokasi Rum ah Potong Hewan h a ru s  sesuai dengan Rencana Tata 
Ruang Wilayah Daerah d a n /a ta u  Rencana Detail Tata Ruang dan 
m em enuhi Peraturan  perundang undangan.

(11) K etentuan Lebih lan ju t mengenai persyaratan teknis yang dim aksud 
pada ayat (2) dan u sah a  Rum ah Potong Hewan Swasta yang dim aksud 
pada ayat (5) d ia tu r dengan Peraturan  Bupati.
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PEMBERDAYAAN PETERNAK DAN USAHA DI BIDANG PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu
Pemberdayaan Peternak

Pasal 60
(1) Pem berdayaan peternak, u sah a  di bidang peternakan, dan u sah a  di 

bidang kesehatan  hewan dilakukan dengan m em berikan kem udahan 
bagi kem ajuan u sah a  di bidang peternakan dan kesehatan  hewan serta 
peningkatan daya saing.

(2) Kem udahan sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengaksesan sum ber pembiayaan, perm odalan, ilmu pengetahuan 

dan teknologi, serta informasi;
b. pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan hewan, dan ban tuan  

teknik;
c. penghindaran pengenaan biaya yang m enim bulkan ekonomi biaya 

tinggi;
d. pem binaan kem itraan dalam m eningkatkan sinergi an ta r pelaku 

usaha;
e. penciptaan iklim u sah a  yang kondusif d a n /a ta u  m eningkatan 

ke w irausahaan ;
f. mencegah terjadinya persaingan u sah a  tidak sehat;
g. pengutam aan pem anfaatan sum ber daya peternakan dan kesehatan 

hewan dalam  negeri;
h. fasilitasi terbentuknya kaw asan pengem bangan u sah a  peternakan; 

d a n /a ta u
i. fasilitasi pelaksanaan promosi dan pem asaran.

Pasal 61
(1) Pem erintah Daerah bersam a pem angku kepentingan di bidang 

peternakan dan kesehatan hewan m elakukan pem berdayaan peternak 
guna m eningkatkan kesejahteraan peternak.

(2) Pem erintah D aerah mendorong dan memfasilitasi pengem bangan produk 
hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok strategis dalam 
m ewujudkan ketahanan  pangan.

Pasal 62
(1) Pem erintah Daerah melindungi peternak dari perbuatan  yang 

m engandung u n su r pem erasan oleh pihak lain u n tu k  memperoleh 
pendapatan yang layak.

(2) Pem erintah Daerah mencegah penyalahgunaan kebijakan di bidang 
perm odalan d a n /a ta u  fiskal yang d itu jukan u n tu k  pem berdayaan 
peternak, perusahaan  peternakan, dan u sah a  kesehatan hewan.

(3) Pem erintah Daerah mencegah penyelenggaraan kem itraan usaha  di 
bidang peternakan dan kesehatan hewan yang m enyebabkan terjadinya 
eksploitasi yang m erugikan peternak dan m asyarakat.

BAB X
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Bagian Kedua 
Pusat Kesehatan Hewan 

Pasal 63
(1) Puskeswan m erupakan un it kerja yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jaw ab kepada Kepala Dinas K abupaten/K ota.
(2) Puskeswan dipimpin oleh seorang kepala yang m em punyai latar belakang 

pendidikan dan berijazah dokter hewan.
(3) Kepala Puskesw an sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) diangkat dan 

diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usu lan  Kepala Kepala Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan u ru san  pem erintahan di bidang 
pertanian.

(4) Puskeswan m em punyai tugas:
a. m elakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjanya;
b. m elakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan 

hewan; dan
c. m em berikan su ra t keterangan kesehatan hewan.

Pasal 64
(1) Puskeswan m em punyai wilayah kerja 1 (satu) sam pai 3 (tiga) kecam atan 

a tau  sesuai dengan jangkauan  sefektivitas dan tingkat efisiensi.
(2) Pem erintah daerah  wajib melengkapi sarana dan peralatan disetiap 

puskesw an
(3) Pem erintah daerah wajib memfasilitasi kebu tuhan  sum ber daya m anusia 

u n tu k  m em enuhi kebutuhan  pelayanan puskeswan.

BAB XI
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 65
(1) Sum ber daya m anusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan 

meliputi apara t Pem erintah Daerah, pelaku usaha, dan sem ua p ihakyang 
terkait dengan bidang peternakan dan kesehatan hewan.

(2) Dalam rangka pengem bangan sum ber daya m anusia  di bidang
peternakan dan kesehatan hewan, pem erintah daerah
m enyelenggarakan :
a. pendidikan dan pelatihan;
b. penyuluhan; d a n /a ta u
c. pengem bangan lainnya dengan m em erhatikan kebu tuhan  kompetensi 

kerja, budaya m asyarakat, lingkungan hidup, serta  sesuai dengan 
perkem bangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Pengembangan sum ber daya m anusia sebagaim ana dim aksud pada ayat
(2) dapat dilakukan oleh badan u sah a  a tau  institusi pendidikan.

(4) Pem erintah Daerah m enyelenggarakan penyuluhan peternakan 
dan kesehatan  hewan serta  mendorong dan m em bina peran serta 
m asyarakat u n tu k  m elaksanakan peternakan dan kesehatan hewan yang 
baik.
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(5) Pem erintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan 
publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan melalui upaya 
peningkatan kesadaran  gizi m asyarakat dalam  m engkonsum si produk 
hewan yang am an, sehat, u tu h  dan halal.

BAB XII
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 66
(1) Penelitian dan pengem bangan di bidang peternakan dan kesehatan 

hewan dapat dilakukan oleh Pem erintah Daerah, institusi pendidikan, 
perorangan, lembaga swadaya m asyarakat, a tau  dunia usaha , baik 
secara sendiri-sendiri m aupun bekerjasam a.

(2) Pem erintah Daerah mem bina dan m engem bangkan adanya kerja sam a 
yang baik an ta r penyelenggara penelitian dan pengem bangan di bidang 
peternakan dan kesehatan  hewan di daerah.

(3) Pem erintah D aerah m em publikasikan hasil penelitian serta 
pengem bangan peternakan dan kesehatan hewan kepada m asyarakat.

(4) Penelitian yang dilakukan oleh institusi pendidikan, perorangan, lembaga 
swadaya m asyarakat a tau  dunia u sah a  sebagaim ana dim aksud pada 
ayat (1) h arus m endapat izin penelitian dari Pem erintah Daerah.

(5) Hasil Penelitian sebagaim ana dim aksud pada ayat (4) dapat 
dipublikasikan kepada m asyarakat setelah m endapat izin dari Pemerintah 
Daerah.

(6) K etentuan lebih lan ju t mengenai penelitian sebagaim ana dim aksud pada 
ayat (1) d ia tu r dengan Peraturan  Bupati.

BAB XIII 
PEMBIAYAAN 
Pasal 67

Pembiayaan yang diperlukan dalam  penyelenggaraan peternakan dan 
kesehatan hewan di Daerah bersum ber dari :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah K abupatenjdan
b. sum ber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV 
JENIS PELAYANAN PUBLIK

Pasal 68
(l)Je n is  pelayanan publik bidang peternakan dan kesehatan  hewan yang 

d ilaksanakan oleh Dinas meliputi :
a. penerbitan rekom endasi teknis izin u sah a  peternakan dan 

kesehatan  hewan;
b. penerbitan rekom endasi teknis pem asukan dan pengeluaran 

hew an/benih  hewan;
c. penerbitan su ra t keterangan kesehatan hewan), bahan  asal hewan 

dan hasil bahan  asal hewan;
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d. penerbitan rekom endasi pendaftaran pakan;
e. pelayanan insem inasi buatan /kaw in  suntik;
f. pelayanan pem eriksaan kebuntingan/Pkb;
g. pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan ja sa  laboratorium  

veteriner, pelayanan ja sa  laboratorium pem eriksaan dan pengujian 
veteriner, pelayanan ja sa  medik veteriner d a n /a ta u  pelayanan ja sa  
di p u sa t kesehatan  hewan a tau  pos kesehatan hewan;

h. ja sa  pasar hewan;
i. ja sa  rum ah potong hewan;
j. penyediaan ternak  hasil produksi u saha  daerah;dan 
k. sewa pem anfaatan kekayaan daerah.

(2) Pelayanan publik sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) dilaksanakan 
oleh Dinas dan sw asta yang telah memperoleh izin.

(3) Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas sebagaim ana dim aksud 
pada ayat (1) dapat dikenakan retribusi sesuai dengan Peraturan  Daerah.

BAB XV
PERAN SERTA STAKEHOLDER

Pasal 69
(1) Stakeholder peternakan dan kesehatan hewan dapat berperan serta 

dalam  penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang 
diselenggarakan oleh Pem erintah Daerah.

(2) Stakeholder sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) dapat dilakukan 
melalui pem berian usul, pertim bangan dan saran  kepada Pemerintah 
Daerah dalam  perum usan  kebijakan penyelenggaraan peternakan dan 
kesehatan hewan.

BAB XVI 
SISTEM INFORMASI 

Pasal 70
(1) Pem erintah Daerah m em bangun, m engem bangkan dan memelihara 

sistem  informasi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan 
hewan, yang terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan 
peternakan dan kesehatan hewan Pemerintah p u sa t dan Pemerintah 
Provinsi.

(2) Sistem informasi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan  hewan 
sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) meliputi :
a. pusat data  (data base) penyelenggaraan peternakan dan kesehatan 

hewan; dan
b. data  kegiatan u sah a  penyelenggaraan peternakan dan kesehatan 

hewan.
Pasal 71

(1) Informasi peternakan dan kesehatan hewan dijadikan bahan un tuk  
mengambil kebijakan peternakan dan kesehatan hewan di Daerah.

(2) Informasi peternakan dan kesehatan hewan disajikan secara spesifik, 
terukur, dapat dicapai, logis dan aktual serta harus dapat diakses oleh 
m asyarakat.
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BAB XVII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 72
Pemerintah Daerah m elaksanakan pem binaan, pengaw asan dan pengendalian 
terhadap penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, sesuai 
kewenangan berdasarkan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.

BAB XVIII 
LARANGAN 
Pasal 73

(1) Setiap orang d a n /a ta u  badan u sah a  dilarang :
a. menyembelih ternak  rum inansia betina produktif penghasil yang baik 

kecuali u n tu k  penelitian, pem uliaan, pengendalian penanggulangan 
penyakit hewan, keten tuan  agama, ketentuan  adat istiadat d a n /a ta u  
pengakhiran penderitaan hewan;

b. m em buat, m enyediakan d a n /a ta u  m engedarkan obat hewan yang 
berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia, 
tidak memiliki nomor pendaftaran, tidak diberi label a tau  tanda dan 
tidak m em enuhi s tandar m utu;

c. m enggunakan obat hewan terten tu  pada ternak  yang produknya 
dikonsum si m anusia;

d. m engedarkan pakan yang tidak layak dikonsum si, m enggunakan 
d a n /a ta u  m engedarkan pakan rum inansia yang m engandung bahan 
pakan berupa darah, daging d a n /a ta u  tulang; d a n /a ta u  
m enggunakan pakan yang dicam pur horm on terten tu  d a n /a ta u  
antibiotik im buhan pakan;

e. m em alsukan produk hewan d a n /a ta u  m enggunakan bahan tam bahan 
yang dilarang;

f. m enganiaya d a n /a ta u  m enyalahgunakan hewan sehingga 
m engakibatkan cacat d a n /a ta u  tidak produktif;

g. m elakukan pem buangan limbah dari kegiatan peternakan yang 
m enim bulkan pencem aran lingkungan;

h. m em produksi d a n /a ta u  m engedarkan alat dan m esin tanpa 
m engutam akan keselam atan dan keam anan bagi pem akai d a n /a ta u  
belum diuji; dan

i. m elaksanakan u sah a  peternakan dan kesehatan hewan tanpa 
memiliki izin usaha.

(2) Setiap orang d a n /a ta u  badan u sah a  yang m elakukan pelanggaran
terhadap keten tuan  sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) h u ru f a sam pai
h u ru f h dikenakan sanksi adm inistratif, berupa:
a. teguran tertulis;
b. penghentian sem entara sebagian a tau  seluruh kegiatan usaha;
c. pem bekuan izin;
d. pencabutan  izin; dan
e. penetapan ganti rugi.
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BAB XIX 
PENYIDIKAN 

Pasal 74
(1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil dapat m elakukan penyidikan terhadap 
pelanggaran a tas ketentuan  Peraturan Daerah sesuai dengan 
keten tuan  pera tu ran  perundang-undangan.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) 
berwenang:
a. m enerim a laporan a tau  pengaduan dari seseorang tentang 

adanya tindak pidana;
b. m elakukan tindakan pertam a pada saat di tem pat kejadian;

c. m enyuruh berhenti seorang tersangka dan m em eriksa tanda 
pengenal diri tersangka;

d. m elakukan penggeledahan dan penyitaan;

e. m elakukan pem eriksaan dan penyitaan surat;

f. mengambil sidik jari dan mem otret seseorang;

g. memanggil orang u n tu k  didengar dan diperiksa sebagai 
tersangka a tau  saksi;

h. m endatangkan orang ahli yang diperlukan dalam  hubungannya 
dengan pem eriksaan perkara;

i. m engadakan penghentian penyidikanjdan
j. m engadakan tindakan lain m enuru t hukum  yang 

bertanggungjawab.

BAB XX 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 75
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan  sebagaim ana dim aksud dalam 

Pasal 73 ayat (1) h u ru f i diancam  pidana kurungan paling lama 6 (enam) 
bulan a tau  denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh ju ta  
rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 76
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini h a ru s ditetapkan paling lama 
12 (dua belas) bulan terh itung sejak tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan.
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Pasal 77
Peraturan Daerah ini m ulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang m engetahuinya, m em erintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penem patannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Karawang.

Ditetapkan di Karawang 

pada tanggal 26  A p r i l  2 « 2

Diundangkan di Karawang
pada tanggal

SEKRE
26 A p ril 2 122

tERAH KABUPATEN 
iNG,

HURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2«22
NOMOR 5 .

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA 
BARAT: (11/184/2021).
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARA WANG 
NOMOR 5 TAHUN 2022 

TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. UMUM
Dalam rangka m em anfaatkan kekayaan hayati berupa sum ber daya 

hewan dan tum buhan  yang m erupakan potensi yang dimiliki oleh 
K abupaten Karawang sebagai bagian dari sub  sektor peternakan m aka 
perlu dilestarikan dan dim anfatkan u n tu k  kesejahteraan m asyarakat 
khususnya petan i/peternak . Penyelenggarakan peternakan dan 
kesehatan  hewan melalui pendekatan agribisnis yang berpihak terhadap 
rakyat, pertum buhan ekonomi, berkelanjutan dan kelestarian lingkungan.

Pem bangunan dalam  u sah a  peternakan dan kesehatan  hewan 
bertu juan  u n tu k  m enyediakan pangan yang am an sehat u tu h  dan halal 
bagi m asyarakat, mewuj udkan ketahanan  pangan, ke am  an  an  pangan dan 
kedaulatan  pangan asal hewan, m enciptakan ruang investasi melalui 
kepastian  berusaha  di bidang peternakan dan kesehatan  hewan, 
m elestarikan sum ber daya lokal dan lingkungan, m em perluas 
kesem patan berusaha dan kesem patan kerja serta m eningkatkan daya 
saing petem ak dan kesejahteraan m asyarakat petem ak.

Kebijakan Pem erintah Daerah dalam  hal ini m enyesuaikan atas 
am an at dari Undang-Undang Nomor 18 T ahun 2009 tentang Peternakan 
dan K esehatan Hewan (Lembaran Negara T ahun 2009 Nomor 84, 
Tam bah an  Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaim ana tel ah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 41 T ahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan 
K esehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 338, Tam bahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5619) 
dim ana didalam nya m encakup beberapa aspek penting baik dalam  
segi penyelenggaraan peternakan m aupun penyelenggaraan kesehatan 
Hewan, m aka menjadi pedom an bagi Daerah u n tu k  m em bentuk 
Peraturan  D aerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan 
Hewan yang m erupakan upaya u n tu k  m enciptakan su asan a  yang 
kondusif dalam  penyelenggaraan peternakan dan kesehatan  Hewan 
serta  penegakan dan pem berian kepastian hukum  yaitu dengan 
pem berian sanksi baik adm inistrasi m aupun  pidana terhadap 
perbuatan  yang dapat m enim bulkan kerugian baik kepada Daerah 
m aupun kepentingan orang banyak.

Dengan ditetapkannya Pengaturan ten tang u sah a  peternakan dan 
kesehatan Hewan dalam  Peraturan  D aerah ini bertu juan  u n tu k  :
a. mengelola sum ber daya Hewan secara berm artabat, bertanggung 

jaw ab dan berkelanjutan;
b. m encukupi kebu tuhan  pangan, barang dan ja sa  asal Hewan 

secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan 
kesejahteraan peternak dan m asyarakat;

c. m engem bangkan sum ber daya Hewan bagi kesejahteraan petem ak 
dan m asyarakat;
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d. m em berikan kepastian hukum  dan kepastian berusaha  dalam  
penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan  Hewan; dan

e. m eningkatkan perekonom ian daerah dan kesejahteraan m asyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1

Cukup jelas 
Pasal 2

H uruf a
Yang dim aksud dengan asas “kem anfaatan dan  keberlanjutan” 
adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan Hewan dapat 
m eningkatkan kem akm uran dan kesejahteraan rakyat dengan 
m engupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan 
m em erhatikan kondisi sosial budaya.

H uruf b
Yang dim aksud dengan asas “keam anan dan kesehatan” adalah 
penyelenggaraan peternakan dan kesehatan  Hewan harus 
menjam in produknya am an, layak u n tu k  dikonsum si, dan 
menjam in ketenteram an batin m asyarakat.

H uruf c
Yang dim aksud dengan asas  “kerakyatan dan keadilan” adalah 
penyelenggaraan peternakan dan  kesehatan  Hewan mem berikan 
peluang dan kesem patan yang sam a secara proporsional kepada 
sem ua warga negara sesuai dengan kem am puannya sehingga 
dapat m eningkatkan kem akm uran seluruh  rakyat. Oleh karena 
itu, dalam  mem berikan izin h a ru s dicegah teijadinya praktik 
monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

H uruf d
Yang dim aksud dengan asas “keterbukaan dan keterpaduan” 
adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan  Hewan 
dilakukan dengan m em erhatikan aspirasi m asyarakat dan 
didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh 
m asyarakat serta  dilaksanakan secara terpadu  dari hu lu  sam pai 
hilir dalam  upaya m eningkatkan efisiensi dan produktivitasnya.

H uruf e
Yang dim aksud dengan asas “kem andirian” adalah 
penyelenggaraan peternakan dan kesehatan  Hewan dilakukan 
dengan m engutam akan penggunaan bahan, sarana  produksi, 
dan sarana  pendukung lainnya dari dalam  negeri u n tu k  
m encapai penyediaan ternak dan produk Hewan bagi m asyarakat.

H uruf f
Yang dim aksud dengan asas “kem itraan” adalah penyelenggaraan 
peternakan dan kesehatan  Hewan dilakukan dengan pendekatan 
kekuatan  jejaring pelaku u sah a  dan sum ber daya yang 
m em pertim bangkan aspek kesetaraan  dalam  berusaha secara 
proporsional.
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H uruf g
Yang dim aksud dengan asas “keprofesionalan” adalah 
penyelenggaraan peternakan dan kesehatan  Hewan dilakukan 
melalui pendekatan kom petensi dan berorientasi pada kaidah 
ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3
C ukup jelas 

Pasal 4
Cukup jelas 

Pasal 5
C ukup jelas 

Pasal 6
Cukup jelas 

Pasal 7
C ukup jelas 

Pasal 8
C ukup jelas 

Pasal 9
H uruf a

C ukup jelas 
H uruf b

Cukup jelas 
H uruf c

Yang dim aksud dengan “pelayanan ja sa  medik veteriner” adalah 
layanan ja sa  yang berkaitan dengan kom petensi dokter 
hewan yang diberikan kepada m asyarakat dalam  rangka 
praktek kedokteran hewan seperti rum ah sakit hewan, klinik 
hewan, klinik praktek bersam a, klinik rehabilitasi reproduksi 
hewan, am bulatori, praktik dokter hewan dan praktik konsultasi 
kesehatan  hewan.

H uruf d
Cukup jelas

H uruf e
Cukup jelas

Pasal 10
C ukup jelas 

Pasal 11
Cukup jelas 

Pasal 12
Cukup jelas 

Pasal 13
Cukup jelas
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Pasal 14
Cukup jelas 

Pasal 15
Cukup jelas 

Pasal 16
Cukup jelas 

Pasal 17
Cukup jelas 

Pasal 18
Cukup jelas 

Pasal 19
Cukup jelas 

Pasal 20
C ukup jelas 

Pasal 21
Cukup jelas 

Pasal 22
C ukup jelas 

Pasal 23
C ukup jelas 

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)

Yang dim aksud dengan “ternak  rum inansia betina p ro d u k tir 
adalah ternak  rum inansia besar yaitu sap i/k erb au  yang 
m elahirkan kurang dari 5 kali a tau  berum ur dibawah 8 tah u n  dan 
ternak  rum inansia kecil yaitu  kam bing/dom ba yang m elahirkan 
kurang dari 5 kali a tau  berum ur dibawah 4 tah u n  6 bulan. 
Penentuan ternak  rum inansia betina tidak produktif d itentukan 
oleh tenaga kesehatan  hewan

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
C ukup jelas

Pasal 26
C ukup jelas 

Pasal 27
C ukup jelas
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Pasal 28
C ukup jelas 

Pasal 29
Cukup jelas 

Pasal 30
Cukup jelas 

Pasal 31
Cukup jelas 

Pasal 32
Cukup jelas 

Pasal 33
Cukup jelas 

Pasal 34
Cukup jelas 

Pasal 35
Cukup jelas 

Pasal 36
C ukup jelas 

Pasal 37
Cukup jelas 

Pasal 38
C ukup jelas 

Pasal 39
Cukup jelas 

Pasal 40
Cukup jelas 

Pasal 41
Ayat (1)

C ukup jelas 
Ayat (2)

Cukup jelas 
Ayat (3)

Yang dim aksud dengan “surveilanc^’ adalah pengum pulan data 
penyakit berdasarkan pengam bilan sam pel a tau  specimen di 
lapangan dalam  rangka m engam ati penyebaran a tau  perluasan  
dan keganasan penyakit. U ntuk m elaksanakan kegiatan 
surveilans dan penyidikan ini diperlukan pengidentifikasian 
hewan.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
C ukup jelas
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Pasal 42
Cukup jelas 

Pasal 43
Ayat (1)

Yang dim aksud dengan “penu tupan  daerah” adalah  penetapan 
daerah wabah sebagai kaw asan karantina.
Yang dim aksud dengan “pengeradikasian penyakit hew an” adalah 
tindakan pem basm ian penyakit hewan seperti pem bakaran, 
penyem protan desinfektan dan penggunaan bahan  kimia lainnya 
u n tu k  menghilangkan sum ber penyakit.
Yang dim aksud dengan “pendepopulasian hewan” adalah tindakan 
m engurangi d a n /a ta u  m eniadakan jum lah  hewan dalam  rangka 
m engendalikan dan penanggulangan penyakit hewan, menjaga 
keseim bangan rasio hew an jan tan  dan betina dan m enjaga daya 
dukung habitat.
Depopulasi meliputi kegiatan : (a) pemotongan terhadap hewan 
yang tidak lolos seleksi teknis kesehatan hewan, (b) pemotongan 
hewan bersyarat (test and slaughter), (c) pem usnahan  populasi 
hewan di areal terten tu  (stamping-out), (d) pengelim inasian hewan 
yang teijangkit d a n /a ta u  tersangka pembawa penyakit hewan dan 
(e) pengeutanasiaan hew an yang tidak m ungkin disem buhkan dari 
penyakit u n tu k  m engurangi penderitaannya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
C ukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas 

Pasal 45
Cukup jelas 

Pasal 46
C ukup jelas 

Pasal 47
Cukup jelas 

Pasal 48
C ukup jelas
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Pasal 49
Ayat (1)

Yang dim aksud dengan “Nomor Kontrol Veteriner (NKV)” adalah 
nomor registrasi un it u sah a  produk hewan sebagai bukti telah 
dipenuhinya persyaratan  hygiene dan sanitasi sebagai kelayakan 
dasar jam inan keam anan produk hewan.
Bagi un it u sah a  produk hewan yang m engedarkan produk hewan 
segar di Daerah a tau  m em asukkan ke dalam wilayah 
K abupaten Karawang d a n /a ta u  m engeluarkan ke luar wilayah 
K abupaten Karawang wajib memiliki NKV.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas 

Pasal 51
C ukup jelas 

Pasal 52
Cukup jelas 

Pasal 53
C ukup jelas 

Pasal 54
C ukup jelas 

Pasal 55
Cukup jelas 

Pasal 56
Cukup jelas 

Pasal 57
Cukup jelas 

Pasal 58
Ayat (1)

H uruf a
Yang dim aksud dengan “Rum ah Potong Hewan Unggas 
(RPH-U) adalah su a tu  bangunan a tau  kompleks bangunan 
beserta peralatannya dengan desain yang mem enuhi 
persyaratan sebagai tem pat menyembelih hewan unggas 
bagi konsum si m asyarakat.”

H uruf b
Yang dim aksud dengan “Rum ah Potong Hewan Rum inansia 
(RPH-R) adalah su a tu  bangunan a tau  kompleks bangunan 
beserta peralatannya dengan desain yang m em enuhi 
persyaratan sebagai tem pat menyembelih hewan an tara  
lain sapi, kerbau, kambing, domba, bagi konsum si 
m asyarakat.”
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Ayat (2)
Cukup jelas 

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas 

Pasal 60
C ukup jelas 

Pasal 61
C ukup jelas 

Pasal 62
C ukup jelas 

Pasal 63
C ukup jelas 

Pasal 64
Cukup jelas 

Pasal 65
Cukup jelas 

Pasal 66
Cukup jelas 

Pasal 67
Cukup jelas 

Pasal 68
Cukup jelas 

Pasal 69
Cukup jelas 

Pasal 70
C ukup jelas 

Pasal 71
Cukup jelas 

Pasal 72
Cukup jelas 

Pasal 73
Cukup jelas 

Pasal 74
Cukup jelas



Pasal 75
Cukup jelas 

Pasal 76
Cukup jelas 

Pasal 77
C ukup jelas


